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ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan e-Gov dalam perspektif G2E. Dengan demikian
perlu untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan penerapan e-parcipation. Melalui indikator METEP yang telah
ditetapkan oleh PBB, ukuran keberhasilan e-participation akan dilakukan menggunakan teori pengambilan
keputusan yang melibatkan para pemangku kepetingan. Salah satu teori yang saat ini banyak digunakan metode
MCDM (Multi Criteria Decision Making) yang didalamnya terdapat teor GDM (Group Decision Making).

Penelitian ini akan menjawab pertanyaan “Bagaimana mengetahui tingkat penerapan e-government dalam
perspektif e-participation dengan METEP yang dihitung melalui GDM?”. Dengan melakukan analisis indikator
yang sudah dipenuhi oleh pemerintah dalam mengimplementasikan e-participation dan menghitung tingkat
keberhasilan e-participation diharapkan dapat menjadi bahan informasi mengenai penerapan dan pengelolaan
partisipasi masyarakat. Sehingga dalam keberlanjutan programnya dapat ditentukan strategi yang tepat untuk
meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap pemerintah.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode METEP. Dari hasil penerapan
metode METEP diperoleh informasi terkait dengan e-participation. Hal ini mengindikasikan adanya dorongan
percepatan partisipasi elektronik dari para pemangku kepentingan kepada masyarakat maka beberapa indikator
alternatif program yang ditetapkan adalah digital inclusive, home page,dan online services. Adapun kriteria yang
harus dipenuhi agar alternatif program tersebut dapat memenuhi harapan para pemangku kepentingan, ditetapkan
3 kriteria dengan bobot presferebsi yang relatif tinggi yaitu: ketersediaan informasi, infrastruktur dan tata kelola.

Kata Kunci: e-partipation, METEP, GDM

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

a. Penerapan e-Gov memberikan ruang partisipasi bagi segenap stakeholder ke arah demokrasi partisipatif. Pola
demokrasi partisipatif telah dikembangkan terutama dalam arah pendekatan demokrasi partisipatif yang berasal
dari tradisi demokrasi Eropa (Toprak, 2010: 87). E-Gov yang berhasil juga dapat memberikan manfaat untuk
mempromosikan politik partisipasi dengan memperluas saluran informasi dan menyederhanakan proses
komunikasi (Polat, 2005). Hal ini jelas bahwa e-Gov merupakan alat yang berguna untuk partisipasi politik
secara aktif. Pada sisi lain, e-Gov memiliki peran penting untuk transformasi proses pemerintahan dan politik
dalam hal tata kelola dan partisipatif demokrasi (Lombardi et al 2010: 6; Maria & Rizzo, 2005: 74).

b. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta the Waseda University for e-Gov menyatakan bahwa terdapat beberapa
indikator untuk menentukan keberhasilan terhadap penerapan e-Gov. Salah satu bagian pentingnya adalah aspek
partisipasi masyarakat secara elektronik, yang kemudian dikenal dengan istilah e-participation. Menurut
Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang juga digunakan oleh the Waseda University for e-Gov, indikator dari e-
participation meliputi tiga sub indikator, yaitu e-information, e-consultation dan e-decision making. Ketiganya
ditinjau dari beberapa perspektif e-Gov yaitu Government to Government (G2G), Governement to Business
(G2B), Government to Employes (G2E) dan Government to Citizen (G2C) (PBB, 2008: 58-65, PBB, 2010: 84).
Beberapa studi menunjukkan e-voting sebagai langkah tambahan dalam proses e-participation (Parycek &
Edelmann, 2009: 213).

c. Saat ini penelitian yang terkait dengan implementasi e-participation dari persepektif G2C cukup banyak
dilakukan (Fuchs, Christian, 2006; Macintosh, Ann, 2004; Macintosh, et al, OECD, 2004; Macintosh, et al,
2005; Macintosh, et al, 2002; OECD 2001; Tambouris, et al, 2007). Meskipun demikian, sepanjang pengetahuan
peneliti, penelitian tentang e-participation dari perspektif G2E belum banyak dilakukan (Balezentis dan
Parazinskaité, 2012). Sekalipun demikian, PBB telah menyiapkan alat ukur penerapan e-Participation melalui
indikator METEP.

d. Indonesia yang telah turut serta menerapkan e-Gov dalam persepektif G2E juga perlu untuk mengetahui sejauh
mana keberhasilan penerapan e-Participation. Hal ini yang menjadi fokus dari penelitian ini. Melalui indikator
METEP yang telah ditetapkan oleh PBB, ukuran keberhasilan e-Participation akan dilakukan menggunakan teori
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pengambilan keputusan yang melibatkan para pemangku kepentingan. Adapun indikator METEP yang
digunakan fokus pada pengelolaan situs/homepage yang dimiliki Organisasi Pengelola Daerah (OPD).
Pengambilan keputusan yang harus dilakukan tidak hanya oleh seorang saja, sehingga diperlukan metode yang
tepat untuk menganalisanya. Salah satu teori yang saat ini banyak digunakan adalah MCDM (Multi Criteria
Decision Making) yang didalamnya terdapat teori Group Decision Making (GDM) yang juga dapat digunakan
dalam konteks analisa terhadap penilaian keberhasilan suatu kebijakan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
“Bagaimana mengetahui tingkat penerapan e-Government dalam perspektif e-Participation dengan METEP yang
dihitung melalui GDM?”

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:
a. Menganalisis indikator-indikator yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah dalam implementasi e-Participation
b. Menghitung tingkat keberhasilan e-Participation

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Partisipasi
a. Definisi Partisipasi

Partisipasi masyarakat terdiri atas dua kata yaitu partisipasi dan masyarakat. Partisipasi dalam Bahasa Inggris
yaitu participation yang artinya pengambilan bagian dan pengikutsertaan. Sedangkan masyarakat dalam Bahasa
Inggris yaitu society yang berarti perkumpulan, perhimpunan dan lembaga. Ini berarti partisipasi masyarakat yaitu
mengikutsertakan banyak orang atau perkumpulan. Partisipasi masyarakat ini merupakan bentuk partisipasi di ruang
publik. Hal ini dipertegas oleh Bonnemann yang menyatakan bahwa Partisipasi publik adalah proses dimana sebuah
organisasi berkonsultasi dengan individu, organisasi, dan entitas pemerintah yang tertarik atau terpengaruh sebelum
mengambil keputusan, dalam komunikasi dua arah (Bonnemann 2008). Bonnemann juga menjelaskan bahwa
Partisipasi publik/masyarakat mencegah atau meminimalkan perselisihan dengan menciptakan sebuah proses untuk
menyelesaikan masalah sebelum mereka terpolarisasi. Istilah lain yang kadang-kadang digunakan adalah
"keterlibatan publik," "keterlibatan masyarakat," atau "keterlibatan pemangku kepentingan."

Sementara itu Brodie dkk memaparkan tentang domain partisipasi yang dibagi kedalam tiga kategori, yaitu
(Brodie et al. 2009): 1) Partisipasi Publik, 2) Partisipasi Sosial dan 3) Partisipasi Individu. Partisipasi publik
mengacu pada keterlibatan warga dengan institusi publik untuk mempengaruhi kebijakan. Hal ini sejalan dengan
pengertian partisipasi publik oleh (Bonnemann 2008). Sedangkan partisipasi sosial, yang menggambarkan seberapa
aktif seseorang berpartisipasi dan mengacu pada kegiatan kolektif yang dapat melibatkan orang, baik secara formal
maupun informal, didukung oleh Lindstrom, dkk (Lindstrém, Moghaddassi, and Merlo 2003). Partisipasi individu,
yang mencakup kegiatan sehari-hari yang dapat dipengaruhi oleh politik, dimana Carpentier menambahkan bahwa
partisipasi individu adalah konsep keikutsertaan individu dalam ruang publik di berbagai bidang (Carpentier 2012).

Partisipasi warga yang efektif, yang berasal dari partisipasi masyarakat dan sosial, menjadi komponen
penting setiap demokrasi modern baik di negara berkembang maupun negara maju. Sampai saat ini, proses
pembuatan kebijakan bergantung sepenuhnya pada perwakilan terpilih, namun sekarang harapan masyarakat modern
dan lebih berpengetahuan telah berkembang untuk mempengaruhi keputusan pemerintah secara lebih langsung,
terutama yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian partisipasi masyarakat/publik
saat ini tidak dapat dilepaskan dari proses demokratisasi serta transformasi ke arah Open Government (Warren
1999) (Roberts 2004) (Bonnemann 2010) (Slade and Hobbs 2015).

b. Motivasi Partisipasi

Partisipasi umumnya dilakukan oleh individu, kelompok dengan suatu tujuan dan harapan yang ingin
dicapainya. Dengan demikian, secara psikologis, setiap tindakan partisipatif pasti memiliki motivasi dari dirinya.
Dalam konteks motivasi individu, seseorang yang memberikan partisipasinya dapat pula disebut seorang relawan.
Selain mengembangkan VFI, Clarry dkk juga menegaskan lagi bahwa seseorang memiliki alasan dan motivasi
seseorang memutuskan untuk menjadi relawan (Clary and Snyder 1999). Keberlanjutan untuk menjadi seorang
relawan yang turut serta ambil bagian dalam ranah publik juga disebabkan oleh dorongan motivasi lain seperi sifat
kepribadian, religiusitas serta aktivitas relawan yang terus menerus (Stukas, Snyder, and Clary 1999).

Kajian tentang motivasi partisipasi dari perspektif sosiolofis dilakukan oleh Rochester, dimana ia membuat
empat Klasifikasi umum, vyaitu (Rochester 2006): 1) Faktor Sosial Ekonomi; 2) Motivasi Individu; 3)
Kesempatan/Akses; 4) Faktor Historis dan Budaya. Motivasi untuk berpartisipasi yang didasarkan atas faktor Sosial
Ekonomi dicontohkan individu yang lebih berpendidikan cenderung berkontribusi lebih pada layanan publik.
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Sedangkan alasan motivasi individu didasarkan pada kecenderungan individu untuk berpartisipasi karena sifat atau
kepribadian mereka. Dalam hal ini motivasi individu didorong oleh minat sendiri untuk belajar, pengembangan diri,
mendapatkan pengakuan atau perlindungan dari kelompok. Motivasi untuk perpartisipasi yang didorong oleh motif
Kesempatan atau Akses, biasanya didasarkan oleh dukungan jaringan sosial yang mengelilingi individu tersebut,
yang dapat saja berupa jaringan dengan kelompok yang memiliki kepentingan atau visi yang sama. Faktor
pendorong terakhir adalah alasan historis dan budaya, dimana kedua hal tersebut menjadikan seseorang menyadari
perlunya memperjuangkan hak atas dasar kesamaan histori maupun budaya, yang biasanya secara ekstrim
disebabkan oleh alasan ketertekanan dari kedua aspek tersebut. Motivasi yang paling umum terkait dengan
keuntungan egois seperti pengembangan diri, kemajuan Karir atau keuntungan yang dapat diperoleh dari bagian
kolektif.

c. Tantangan

Dalam berbagai literatur, beberapa tantangan yang dapat menjadi faktor penghalang partisipasi masyarakat
secara aktif sebagai warga negara, antara lain adanya birokrasi yang secara umum sering melakukan penundaan atau
prosedur yang kurang baik atas berbagai argumen sehingga partisipasi masyarakat tidak dapat diikutsertakan secara
tepat (Cairns et al. 2004). Hal senada juga didukung pula oleh Rai (Rai 2008). Rai menambahkan bahwa adanya
ketidakpercayaan kepada institusi publik serta adanya pejabat publik yang kurang mempercayai masyarakatnya
dikarenakan faktor ras, kepercayaan serta gender, juga menjadi salah satu alasan penghalang terjadinya partispasi
masyarakat.

Selain itu, tantangan lain adalah adanya hambatan institusional yang signifikan dengan kompleksitas struktur
organisasi pemerintahan (Low et al. 2007). Low, dkk juga menyatakan kurangnya pengakuan akan partisipasi juga
mengakibatkan penghalang utama bagi seorang relawan memberikan kontribusinya.

2.2. E-Participation
a. Definisi e-Participation

Pemanfaatan TIK dan penguatan infrastruktur dalam implementasi e-Par tak dapat dilepaskan pula dari e-
Gov yang sudah terlebih dahulu memanfaatkannya. Beberapa referensi menegaskan studi yang terkait dengan
pengambilan kebijakan oleh Pemerintah dan perlu dukungan TIK di dalam implementasi e-Gov (Wong and Welch
2004) (United Nation 2010) (West 2012).

Istilah e-Participation (e-Par) dapat dibagi ke dalam dua kata utama yaitu huruf e dan Participation. Huruf e
memberikan arti elektronik dan Participation bermakna partisipasi atau keikutsertaan. e-Participation merupakan
bentuk keikutsertaan warga masyarakat/warga negara di dalam proses demokratisasi yang dilakukan secara
elektronik, dimana dukungan teknologi informasi sangat diperlukan sebagai alat penting. Menurut Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) di dalam situs resminya, dinyatakan bahwa e-Par adalah keterikatan masyarakat dan
keterbukaan, keterlibatan dalam penataan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (UN DESA
2003). Hal ini didukung pula oleh beberapa studi yang menguatkan bahwa e-Par adalah suatu proses keterlibatan
individu maupun kelompok dalam proses pengambilan keputusan dengan memanfaatkan TIK (Albrecht et al. 2008),
untuk mengatasi tantangan dan hambatan warga dalam keterlibatannya pada proses demokrasi (Macintosh 2004). e-
Par dalam perspektif pengambilan keputusan dengan memanfaatkan TIK dapat diketahui dari hasil studi (Sebg,
Rose, and Flak 2008) dan (Chadwick 2003). Menurut keduanya, e-Par merupakan partisipasi aktif sebagai wujud
interaksi yang dimediasi oleh teknologi antara warga negara dalam bidang politik atau administrasi yang dapat
mengubah keikutsertaan warga dalam proses musyawarah atau pengambilan keputusan.

e-Par memiliki korelasi yang kuat dalam hal implementasi Pemerintahan modern yang mensyaratkan
hubungan yang erat antara e-Gov dengan partisipasi, e-Governance dan partipasi, e-Consultation dan e-Patition
(Sxbg, Rose, and Flak 2008). Sedangkan menurut Islam, e-Par merupakan suatu proses pengetahuan yang intensif
(Islam 2008) dan masyarakat melakukan proses demokrasi secara digital dimana demokrasi itu dipahami sebagai
proses partisipatif yang bersifat bottom up dengan memberdayakan partisipasi orang-orang itu untuk mengambil
suatu keputusan yang diharapkan bersama (Fuchs 2006).

e-Par sebagai sebuah solusi bagi partisipasi warga sudah seharusnya menyediakan layanan untuk melakukan
diskusi di ruang publik dan bersama-sama dapat menyelesaikan solusi hingga menghasilkan suatu kebijakan yang
mengikat warga dan Pemerintah. Transformasi diskusi di ruang publik dengan dukungan TIK ini bertujuan untuk
membentuk opini yang mengarah pada pengambilan keputusan yang efektif (Kies 2012).

b. Manfaat e-Participation

Dalam penerapan e-Par yang menekankan pada aspek kepercayaan antara pemerintah dan warganya akan
memberikan dampak positif terhadap peningkatan manajemen antar warga dan pemerintah, kualitas sosial warga,
kegembiraan warga karena merasa turut terlibat dalam pengambilan keputusan, serta tingkat penilaian transparansi
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kepada pemerintah yang baik (Kim and Lee 2012). Hal senada juga dinyatakan dalam hasil penelitian di bidang e-
Par masyarakat Uni Eropa, dimana e-Par harus terus diperbaharui terutama dalam konteks penerapannya dengan
teknologi informasi. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai manfaat yang signifikan seperti meningkatkan
partisipasi dan kewarganegaraan aktif, melibatkan kaum muda dalam pembuatan kebijakan, memastikan gagasan
inovatif untuk pembuatan kebijakan, dan meningkatkan kepercayaan politik dan legitimasi (Lironi 2016)

2.3. METEP

Pengukuran e-participation sampai saat ini masih terus diolah dan dikelola dan hasil akhir sampai saat ini
disebut dengan istilah METEP (“Measuring and Evaluating E-Participation) (METEP): Assessment of Readiness at
the Country Level” 2013).

Tabel 1. Indikator e-Par
INDICATORS DIMENSION

1. Network Preparedness/Infrastructure 1-1 Internet Users
1-2 Broadband Subscribers
1-3 Mobile Cellular Subscribers
1-4 PC Users
2. Management Optimization/Efficiency 2-1 Optimization Awareness
2-2 Integrated Enterprise Architecture
2-3 Administrative and Budgetary Systems
3. Required Interface — Functioning Applications | 3-1 Cyber Laws
3-2 e-Tender Systems
3-3 e-Tax Systems
3-4 e-Payment Systems
3-5 e-Voting Systems
3-6 Social Security Service
3-7 Civil Registration
3-8 e-Health Systems
4. National Portal — Homepage 4-1 Navigation
4-2 Interactivity
4-3 Interface
4-4 Technical
5. Goverment CIO 5-1 GCIO Presence
5-2 GCIO Mandate
5-3 C1O Organizations
5-4 CIO Development Programs
6. E-Government Promotion 6-1 Legal Mechanism
6-2 Enabling Mechanism
6-3 Support Mechanism
6-4 Asessment Mechanism
7. E-Participation / Digital Inclusion 7-1 e-Information and Mechanism
7-2 Consulting
7-3 Decision-Making

2.4. Metode Fuzzy FDM dengan pengembangan
Metode Fuzzy Décision Making (FDM), dalam 3 langkah penting penyelesaian, yaitu: representasi masalah,
evalusasi himpunan fuzzy, dan menyeleksi alternatif yang optimal(Kusumadewi et al. 2006).
2.41 Representasi Masalah
Pada bagian ini, ada 3 aktivitas yang harus dilakukan, yaitu:
a. Identifikasi tujuan dan kumpulan alternatif keputusannya;
Tujuan keputusan dapat direpresentasikan dengan menggunakan bahasa alami atau nilai numeris sesuai dengan
karakteristik dari masalah tersebut. Jika ada n alternatif keputusan dari suatu masalah, maka alternatif-alternatif
tersebut dapat ditulis sebagai A = {A:. | i=1,2,......,n}.
b. Identifikasi kumpulan kriteria;
Jika ada k kriteria, maka dapat dituliskan C= {C; |t =1,2,k}.
c. Membangun stuktur hirarki dari masalah tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Struktur
hirarki ini dapat dilihat pada Gambar 1.

174



Prosiding SINTAK 2018 ISBN: 978-602-8557-20-7
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Gambar 1. Struktur hirarki permasalahan

24.2 Evaluasi Himpunan Fuzzy
Pada bagian ini, ada 3 aktivitas yang harus dilakukan, yaitu:

a. Memilih himpunan rating untuk bobot-bobot kriteria, dan derajat kecocokan setiap alternatif dengan kriterianya. Secara umum,
himpunan-himpunan rating terdiri-atas 3 elemen, yaitu: variabel linguistik (x) yang merepresentasikan bobot kriteria dan derajat
kecocokan setiap alternatif dengan kriterianya; T(x yang merepresentasikan rating dari variabel linguistik; dar. fungsi
keanggotaan yang berhubungan dengan setiap elemer dari T(x). Misal, ratingvntak bobot pada Variabel Penting untia suaru
kriteria didefinisikan sebagai: T(penting) = {SANGAT RENDAH, RENDAH, CUKUP, TINGGI, SANGAT TINGGI).

b. Sesudah himpunan ratingditentukan, maka harus ditentukan fungsi keanggotaan untuk setiap rating. Biasanya digunakan
fungsi segitiga, sebagai berikut :

A

Derajat keanggotaan

a b c

domain
Gambar 2. Representasi Kurva Segitiga
Fungsi keanggotaan:
X <aataux =c
ulx] ={x—a)/(b—a); a <x <b
(c—x)/(c—=b); b <x<c

Misal, W; adalah bobot untuk kriteria C;; dan S;: adalah rating fuzzy untuk derajat kecocokan alternatif keputusan

A dengan kriteria Ci; dan F; adalah indeks kecocokan fuzzy dari alternatif A; yang merepresentasikan derajat

kecocokan alternatif keputusan dengan kriteria keputusan yang diperoleh dari hasil agregasi Si: dan W..

c. Mengevaluasi bobot-bobot kriteria, dan derajat kecocokan setiap alternatif dengan kriterianya;
d. Mengagregasikan bobot-bobot kriteria, dan derajat kecocokan setiap alternatif dengan kriterianya:

1) Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan agregasi terhadap hasil keputusan para
pengambil keputusan, antara lain: mean, median, max, min, dan operator campuran. Dari beberapa metode
tersebut, metode mean yang paling banyak digunakan.

2) Operator @ dan ® adalah operator yang digunakan untuk penjumlahan dan perkalian fuzzy. Dengan
menggunakan operator mean, F;i dirumuskan sebagai:

A :GJ[(Su@Wl)@(Siz aw,)e o (s ew )
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Dengan cara mensubstitusikan Si dan W; dengan bilangan fuzzy segitiga, yaitu Si = (0it, pit, ir); dan W = (ay, by,
ci); maka F; dapat didekati sebagai:
k

Y, = (%) Z(Oitai)

t=1

Q; = (%)i(pitbi)
t=1

Z; = (%)zk:(%ci)
t=1

i=12,..,n

e. Seleksi Alternatif yang Optimal
1) Memprioritaskan alternatif keputusan berdasarkan hasil agregasi;

Prioritas dari hasil agregasi dibutuhkan dalam rangka proses perangkingan alternatif keputusan. Karena hasil
agregasi ini direpresentasikan dengan menggunakan bilangan fuzzy segitiga, maka dibutuhkan metode
perangkingan untuk bilangan fuzzy segitiga. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode nilai
total integral.

Misalkan F adalah bilangan fuzzy segitiga, F = (a, b, c), maka nilai total integral dapat dirumuskan sebagai
berikut:

1
1%(F) = (5) (ac+b+ (1 - @)a)

Nilai o adalah indeks keoptimisan yang merepresentasikan derajat keoptimisan bagi pengambil keputusan
(0<o<l1). Apabila nilai a. semakin besar mengindikasikan bahwa derajat keoptimisannya semakin besar.

2) Memilih alternatif keputusan dengan prioritas tertinggi sebagai alternatif yang optimal.

3) Semakin besar nilai F;i berarti kecocokan terbesar dari alternatif keputusan untuk kriteria keputusan, dan nilai
inilah yang akan menjadi tujuannya.

24.3 Rangkuman Penyelesaian Fuzzy MCDM
Tabel 2. Rangkuman penyelesaian fuzzy MCDM.

Langkah Aktivitas Tool Utama
Representasi Masalah | e  Identifikasi tujuan dan kumpulan alternatif, A -{Ai}; i=1,2,..,n e  Pohon
e Identifikasi kriteria, C = {Ci}; t=1,2,..k Keputusan
e Membangun struktur hirarki masalah keputusan dengan beberapa
pertimbangan.
Evaluasi  himpunan | ¢ Memilih himpunan rating untuk bobot-bobot pada setiap kriteria | e Variabel
fuzzy untuk alternatif- dan derajat kecocokan dari alternatif-alternatif terhadap kriteria. linguistik,
alternatif keputusan e Mengevaluasi bobot-bobot pada setiap kriteria dan derajat bilangan fuzzy
kecocokan dari alternatif-alternatif terhadap kriteria. segitiga.
o Melakukan agregasi bobot-bobot pada setiap kriteria dan derajat |  Operator fuzzy:
kecocokan dari alternatif-alternatif terhadap kriteria. mean
Menyeleksi alternatif | e Memprioritaskan alternatif keputusan menggunakan agregasi e Metode Nilai
yang optimal e Memilih alternatif keputusan dengan prioritas tertinggi sebagai Total Integral
hasil alternatif optimal

3. METODE PENELITIAN

Berdasarkan paparan pada perspektif teori diatas maka indikator METEP yang dipergunakan adalah indikator
yang terkait dengan situs yang sudah dimiliki oleh OPD dari perspektif pengelola (para pengambil keputusan pada
level OPD). Dengan demikain hanya ada 3 indikator yang digunakan, dengan konstruksi dari kerangka penelitian
adalah sebagai berikut:
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METEP METEP TO OPD
INDICATOR OPD/G2E

DIGITAL INCLUSION

E-Participation H >
(GDM) Ukuran

HOME PAGE

]

ONLINE SERVICES

%

Gambar 3. Kerangka Penelitian

Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemangku kepentingan pada jajaran PPID kota
Pekalongan serta pemangku kepentingan pada 1 OPD, sebagai sampel. Total 6 orang. Yang kemudian disebut D1
sampai dengan D6.

Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel

Sesuai dengan kebutuhan penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel yang disebut sebagai
Alternatif (Aspek Prioritas) dan Kriteria yang ditetapkan untuk memilih Aspek Prioritas tersebut. Selanjutnya Aspek
Prioritas diberi notasi A dan Kriteria diberi notasi C.

Berikut ini adalah Aspek Prioritas yang dapat ditemukan dan diolah berdasarkan informasi yang diterima,
yaitu sejumlah 6 responden. Pada tabel 4.1 diketahui bahwa terdapat tiga Al, A2, A3. Ketiga variabel A dianggap
memiliki prioritas penting sebagai indikator keberhasilan implementasi e-Gov dalam perspektif e-Par yang dilihat
dari 3 indikator METEP.

Tabel 3. Indikator Prioritas

INDIKATOR PENGKODEAN
ONLINE SERVICE Al

HOME PAGE A2
DIGITAL INCLUSIF A3

Sedangkan C yang diolah berdasarkan data yang diproses melalui para responden sejumlah tiga kriteria, yaitu
ketersediaan informasi, ketersedian infrastruktur dan kesiapan tata kelola.

Tabel 4. Kriteria Setiap Indikator

KRITERIA PENGKODEAN
KETERSEDIAAN INFORMASI C1l
KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR C2
KESIAPAN TATA KELOLA C3

Setiap A dikenai C1 hingga C3. Sebagai misal Digital Inclusion harus ditinjau dari ketersediaan informasi,
infrastruktur serta tata kelola. Dari semua A yang dikenai C maka diharapkan dapat diketahui pemeringkatan
Alternatif yang dipilih oleh para responden sebagai pengambil keputusan di OPD Kota Pekalongan.

Pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada para narasumber dengan
mempersiapkan pertanyaan yang disesuaikan dengan indikator alternatif dan kriterianya. Metode penelitian yang
digunakan adalah mix-research methods, dimana data kuantitatif akan diambil dan diolah untuk tahap penganalisaan
pada fase perangkingan, sedangkan proses pendekatan untuk mendapatkan informasi dan gambaran umum dari para
stakeholder dilakukan dengan metode kualitatif. Dalam rangka melakukan pemeringkatan aspek untuk menentukan
tingkat keberhasilan implementasi e-Participation, sebagai strategi yang sesuai untuk menjadi rekomendasi evaluasi
di Pemkot Pekalongan, dilakukan tahap-tahap sebagai berikut (Kusumadewi, Sri, dkk, 2006):

1) Melakukan Assessment Untuk Pengembangan e-Decision Making
Assessment di Pemkot Pekalongan dilakukan dengan pendekatan qualitatif yaitu dengan menggunakan
wawancara. Tujuan dari Assessment ini adalah mengetahui aspek dan faktor kriteria yang menjadi prioritas
untuk menentukan tingkat implementasi e-participation dari 3 indikator METEP utama. Narasumber yang
dilibatkan dalam penelitian ini adalah para pemangku kepentingan OPD Kota Pekalongan. Menentukan Aspek
dan Kriteria dengan menggunakan metode GDM FMADM, dengan notasi yang digunakan adalah sebagai
berikut:

177



Prosiding SINTAK 2018 ISBN: 978-602-8557-20-7

D ={d!, d?...d“} dimana D adalah pengambil keputusan
C = {c1,Ca,...cm} dimana C adalah himpunan Aspek
A = {A1,A2,...An} dimana A adalah nilai preferensi fuzzy dengan representasi kurva segitiga
2) Melakukan perhitungan perankingan Aspek dengan Kriteria yang telah ditentukan dengan menggunakan metode
GDM FMADM
3) Menentukan rekomendasi berdasarkan perankingan Aspek yang sudah ditetapkan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perhitungan bobot rata-rata kriteria ini dihitung untuk menentukan nilai keputusan terhadap kriteria yang
sudah disepakati bersama oleh 6 responden sebagai bobot rata-rata. Hasil perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 5. Bobot Rata-Rata Kriteria

PENGAMBIL KEPUTUSAN | BOBOT RATA-RATA (Wi)

KRITERIA | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 a b c
Cl ST|ST|ST| T | T ]| T 0,600 0,800 0,950
C2 ST| T |ST|T | T]|T 0,680 0,767 0,933
C3 ST| T |ST|T | T]|T 0,567 0,767 0,933
TOTAL 1,847 2,333 2,817

Setiap alternatif Al hingga A3 dihitung bobotnya berdasarkan setiap Kriteria, C1 hingga C3 dengan
menggunakan representasi kurva segitiga. Nilai ini diperoleh dari hasil interview yang sudah dipersiapkan terlebih
dahulu. Sejumlah 6 responden mengisi persepsinya masing-masing menurut nilai preferensi yang mungkin, yaitu
Sangat Rendah, Rendah, Cukup, Tinggi dan Sangat Tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut dilakukan
perhitungan bobot sesuai dengan rumus yang sudah ditetapkan FMADM. Hasil akhir rating rata-rata setiap alternatif
dapat diketahui pada tabel 5.2 di bawah ini.

Tabel 6. Rating Setiap Alternatif Pada Setiap Kriteria Oleh Pengambil Keputusan

KRITE |ALTER |PENGAMBIL KEPUTUSAN |BOBOT RATA-RATA (Xij) TOTAL
RIA | NATIF | D1 | D2 | D3| D4 | D5 | D6 e f g TOT-e| Tot-f | Tot-g
Al |T |T |T |T |T |T 5,000 | 7,000 | 10,000
C1 A2 |T |T |T |T |T |T 5,000 | 7,000 | 10,000 |15,000 (21,000 30,000
A3 [T |T |T |T |T |T 5,000 | 7,000 | 10,000
Al |T |C |T |T |T |T 4500 | 6,667 9,667
C2 A2 |T |C |T |T |T |T 4500 | 6,667 9,667 |12,500 (19,667 (28,333
A3 |T |C |C |T |T |C 3,500 | 6,333 9,000
Al |T |T |T |C |T |T 4500 | 6,667 9,667
C3 A2 |T |C |C |C |T |C 3,000 | 6,000 8,667 | 9,667 [18,000 (26,667
A3 |[C |C |C |C |T |C 2,167 | 5,333 8,333

Tabel 7. Sij Setiap Alternatif Untuk Setiap Kriteria Dengan Aspek Benefit

KRITE | ALTER |[PENGAMBIL KEPUTUSAN |BOBOT RATA-RATA (Xij)
RIA |NATIF|D1[D2[D3[D4|D5]D6| o p q
Al |T |T |T |T |T |T | 5000 | 7,000 | 10,000
c1 A2 |T |T |T |T |T |T | 5000 | 7,000 | 10,000
A3 |T |T |T |T |T |T | 5000 | 7,000 | 10,000
Al |T |C |T |T [T |T | 4500 | 6,667 | 9,667
C2 A2 |T |C |T |T |T |T | 4500 | 6,667 | 9,667
A3 [T |C [C [T [T [C | 3500 | 6333 | 9,000
Al [T |T [T [Cc |T [T [ 4500 | 6,667 | 9,667
Cc3 A2 |T |c [Cc |[c [T |c | 3,000 | 6000 | 8667
A3 |C |c [c |c |1t |c | 2167 | 5333 | 8333

Rating terbobot yang sudah diperoleh kemudian dihitung dengan menggunakan rumus yang sudah ditetapkan
dengan menggunakan asumsi bahwa semua kriteria dimasukkan ke dalam aspek Benefit/keuntungan. Hal ini dipilih
karena ke-6 responden menganggap bahwa 3 kriteria yang ditetapkan bersama harus memiliki tingkat keuntungan.
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Tabel 8. Rating Terbobot Ditransformasi Dengan Derajat Keoptimisan a=0,5

Rij [ Vij/Vj=a | Yij/Yj=b | ZijiZj=c | Alternatif | Si
11| 0,036 0114 | 0,343 0,152
r12 | 0,036 0114 | 0,343 0,152 | 0,455
r13 | 0,036 0114 | 0,343 0,152
21| 0,038 0111 | 0,391 0,163
r22 | 0,038 0111 | 0,391 0,163 | 0,477
r23 | 0,030 0,106 | 0,364 0,151
r31 | 0,034 0,122 | 0,505 0,196
r32 | 0,023 0,110 | 0,453 0174 | 0,531
r33 | 0,016 0,097 | 0,436 0,162

Alternatif yang telah diperoleh sejumlah A1-A3 oleh para pemangku kepentingan (responden), masing-
masing memiliki persepsi sendiri-sendiri dengan tingkat prevelensi yang berbeda-beda pula. Dalam hal ini tingkat
prevelensi yang digunakan adalah himpunan fuzzy yang ditetapkan sebagai berikut:

W={SR,R,C, T, ST};
SR (Sangat Rendah), R (Rendah), C (Cukup), T (Tinggi), ST (Sangat Tinggi)
SR={0;0,1;0};R={0,1,0,3;0,5};C={0,3;0,5;0,7};T={0,5;0,7;0,9};ST={0,7;0,9;1}

(=] /

/ \/ W )
o.,1 0,3 0.5 0,7 o,2 1

Gambar 4.1 Representasi Segitiga Alternatif dan Kriteria

Sebagai contoh, ketika D1 mengisikan kriteria C1 yang adalah Kesediaan Informasi dengan huruf T, berarti
responden tersebut memutuskan bahwa idealnya Ketersediaan Informasi harus tinggi nilainya. Tinggi ini berada
dalam rentang 0,5;0,7 dan 0,9.

Ketika semua responden membuat keputusan bobot ideal dari sebuah kriteria, maka dapat ditemukan nilai
bobot rata-rata seluruh pengambil keputusan (wj), yang bernilai a, b dan ¢. A mewakili sisi segitiga sebelah kiri, b
mewakili garis tengah dari segitiga dan ¢ mewakili sisi segitiga sebelah kanan.

Jika diartikan secara bahasa manusia dapat dicermati bahwa a, b dan ¢ semuanya masih berada pada rentang
0,5-0,9 yang berarti Tinggi. Dengan kata lain, semua responden menyatakan bahwa kriteris ketersediaan informasi
untuk semua alternatif Program yang dipilih harus Tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.1.

Dengan 3 alternatif indikator yang diusulkan, setiap alternatif A dikenai 3 kriteria yang harus disepakati dan
diputuskan oleh responden sebagai pengambil keputusan. Pada saat membuat keputusan dengan menentukan nilai
preverensi ST, T, C, K, SK sesuai dengan tingkat kepentingan masing-masing, setiap responden dihadapkan pada
dua aspek yaitu, Benefit dan Cost. Benefit berarti setiap kriteria dianggap harus memberikan nilai keuntungan yang
setinggi-tingginya. Sedangkan aspek Cost berarti setiap kriteria harus mampu menekan biaya serendah-rendahnya.

Berdasarkan hasil perhitungan pada bobot kriteria yang sudah diketahui diatas, tampak bahwa seluruh
responden bersepakat aspek Benefit menjadi aspek yang dipilih. Hal ini membuktikan bahwa seluruh kriteria yang
disepakati harus memberikan tingkat keuntungan atau manfaat dan bobot setinggi-tingginya. Nilai e,f dan g
digunakan untuk menentukan nilai bobot setiap alternatif rata-rata untuk setiap kriteria. E,f dan g mewakili
representasi kurva segitiga.

Setelah bobot kriteria ditentukan, kemudian bobot masing-masing alternatif yang dikenai oleh 18 kriteria
dihitung, maka langkah selanjutnya adalah melakukan transformasi untuk menghasilkan nilai akhir perhitungan
dengan menggunakan rumus FMADM yang sudah ditetapkan. Transformasi nilai diperlukan agar angka akhir yang
diperoleh tidak melebihi range 0-1 yang merupakan nilai fuzzy.

Berdasarkan hasil akhir, dapat diketahui bahwa nilai S ={S1,S2, S3, S4,S5} adalah notasi yang digunakan
untuk menjelaskan nilai Alternatif A yang sudah ditransformasikan. Pada tabel dapat diketahui sebagai berikut:
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Tabel 9. Hasil Akhir Indikator e-Par
sl | Al | ONLINE SERVICE | 0,455
s2 | A2 | HOME PAGE 0,477
s3 | A3 | DIGITAL INCLUSIF | 0,531

Jika ditinjau kembali dengan mencari nilai tertinggi dari hasil akhir S maka dapat diketahui pula peringkat
dari program alternatif yang dipilih oleh para responden yang juga sebagai pemangku kepentingan.

Tabel 10. Pemeringkatan Hasil Akhir Indikator e-Par
S3 | A3 | DIGITAL INCLUSIF | 0,531
S2 | A2 | HOME PAGE 0,477
S1 | Al | ONLINE SERVICE | 0,455

Dari tabel diketahui bahwa terdapat implementasi pemaknaan digital inclusif yaitu hak warga masyarakat
untuk mendapatkan akses internet dan informasi secara online telah dikelola cukup baik. Selanjutnya penyediaan
situs/home page di setiap OPD juga sudah dimiliki dan dikelola dengan baik. Dan implementasi online service
berada pada urutan implementasi ketiga, yang berarti bahwa belum sepenuhnya OPD menerapkan layanan secara
online di seluruh sendi kehidupan bermasyarakat di kota Pekalongan

5. KESIMPULAN
Berdasarkan paparan yang sudah diuraikan pada bab 1 hingga bab 5 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai
berikut:

a. Dalam rangka upaya penerapan e-Participation untuk mendorong percepatan partisipasi elektronik dari para
pemangku kepentingan kepada masyarakat maka beberapa indikator alternatif program yang ditetapkan adalah
digital inclusif, home page dan online service.

b. Kriteria yang harus dipenuhi agar alternatif program tersebut dapat memenuhi harapan para pemangku
kepentingan, ditetapkan 3 kriteria dengan bobot preverensi yang relatif Tinggi, yaitu:

1) Ketersediaan Informasi
2) Ketersediaan Infrastruktur
3) Kesiapan Tata Kelola

c. Hasil pemeringkatan akhir sebagai bentuk kesepakatan secara mandiri (independen) oleh para pemangku
kepentingan dengan perhitungan GDM FMADM diketahui sebagai berikut: pertama adalah Digital Inclusif,
Home Page dan Online Service

Hasil yang sudah diketahui pada poin 3 ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan meyakini e-

Participation dapat dipercepat dan dievaluasi terus menerus, secara khusus untuk penerapan online service dapat

digarap lebih serius
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